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OVERMACHT DALAM HUKUM PIDANA 
(Analisis Putusan Nomor  : 06/Pid.B/2016/PN.Byl., Putusan Nomor : 
1002/Pid.B/2008/PN.Smg., Putusan Nomor : 533/Pid.B/2014/PN.Kis dan 
Putusan Nomor 4072/Pid.B/2011/PN.Sby.) 
Abstrak 
Setiap orang yang melakukan tindak pidana dan diancam dengan pidana oleh 
undang-undang karena adanya daya paksa atau overmacht yakni tekanan dari luar 
yang membuat melakukan kejahatan maka tidak dipidana. Walaupun kejahatan 
yang dilakukan terdakwa masuk dalam unsur-unsur tindak pidana, namun seperti 
yang telah disebutkan dalam Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tetap 
tidak dapat dipidana. Sehingga dalam memberikan hukuman pidana, Majelis 
Hakim harus teliti dan cermat agar bisa mengetahui fakta-fakta yang ditemukan 
selama berjalannya persidangan. Barulah Setelah itu akan diketahui tidak atau 
termasuk dalam overmacht (daya paksa) tindak pidana yang dilakukan oleh 
terdakwa. Namun pastinya akan ditemukan perbedaan dalam penjatuhan pidana 
dalam setiap putusan, karena setiap hakim mempunyai pertimbangganya sendiri 
dalam menangani sebuah kasus. 
Kata Kunci :  overmacht, tindak pidana, sanski pidana 
Abstract 
Any person who commits a criminal offense and is threatened with criminal law 
by force or overmacht, ie, external pressure that makes a crime is not punished. 
Although the crime committed by the defendant belongs to the elements of a 
criminal offense, but as mentioned in Article 48 of the Criminal Code, it remains 
unlawful. So in giving criminal punishment, the Panel of Judges must be careful 
and careful to be able to know the facts found during the trial. Only then will it be 
known not or included in the overmacht (force force) of the criminal acts 
committed by the defendant. But surely there will be differences in the imposition 
of criminal in every decision, because each judge has its own consideration in 
handling a case. 
Keywords: overmacht, crime, criminal sanction 
1. PENDAHULUAN
Pembunuhan yakni suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa 
seseorang dengan cara yang melanggar hukum maupun tidak melawan hukum. 
Tentu saja dalam menghabisi nyawa seseorang atau membunuh harus 
mempertanggungjawabkan perbuatannya, hal ini berupa hukuman yang biasa 
disebut “dipidanakan”. Selain itu adapula perbuatan yang berakibat merusak 
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barang orang lain seluruhnya maupun sebagian dan menggunakan narkotika 
semuanya merupakan tindak pidana yang dapat dijatuhi hukuman. Hukuman 
sendiri merupakan suatu sanski yang dilakukan sebagai bentuk menderitakan 
atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seorang yang telah melakukan 
suatu kejahatan.  
Apapun tindak pidana yang dilakukan pasti mempunyai pertimbangan 
untuk mendapatkan keringanan pidana bahkan penghapusan pidana dengan 
alasan pembenar. Dasar tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 44 - Pasal 54 
BAB III Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang hal yang 
menghapuskan, mengurangkan atau memberatkan pengenaan pidana. Salah 
satu pasal dalam BAB III ini membahas tentang daya paksa (overmacht) yang 
terdapat dalam Pasal 48 KUHP yang berbunyi “Barangsiapa melakukan 
perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana”. 
Pengahapusan pidana dalam overmacht berlaku secara umum untuk 
semua tindak pidana seperti, pembunuhan, perusakan barang orang lain, dan 
narkotika. Pembunuhan terdapat dalam pasal 338 KUHP dengan ancaman 
pidana penjara maksimal 15 tahun, lalu ada perusakan barang orang lain yang 
ada dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP  yang dapat diancam pidana penjara paling 
lama dua tahun delapan bulan, dan juga ada narkotika seperti dalam Undang-
Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Namun segala hukuman pidana 
yang diberikan pasti sudah dipikirakan matang-matang oleh hakim terutama 
ketika ada overmacht dalam tindak pidana tersebut. Maka dari itu di dalam 
putusan lamanya menempuh pidana penjara  berbeda-beda. 
Seperti pada kasus yang terjadi di boyolali, dalam Putusan Nomor : 
06/Pid.B/2016/PN.Byl. Dalam hal ini Muhammad Untung sebagai pemuda 
pelaku pembunuhan sedang tidur di mushola Sub Terminal Bangak. Saat itu, 
untung di datangi oleh korban dengan kondisi mabuk. Korban mengajak 
untung untuk minum-minuman keras. Namun, untung menolak ajakan tersebut 
dan berujung dengan kemarahan korban. Korban yang naik pitam lalu 
memukuli untung dengan tangan kosong, saat mendapat serangan tersebut 
untung tersulut emosi. Untung mengeluarkan pisau dari bajunya untuk 
membalas perlakuan kasar korban. Duel berakhir setelah pisau untung 
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bersarang di dada kiri korban dan korbanpun ambruk bersimpah darah.
1
 Dalam
pertimbangan hakim yang tentunya dengan dasar-dasar yang telah ada, untung 
di jatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.  
Adapula putusan nomor : 1002/Pid.B/2008/PN.Smg. Pelaku 
pembunuhan disini bernama Ferdinando bin Giles Adrian. Disini ferdinando 
membunuh korban dengan terpaksa untuk membela dirinya dan keluarganya 
yang telah diserang oleh berpuluh orang dengan menggunakan senjata tajam. 
Dalam hal ini ferdinando bisa dibenarkan bahwa tidak dapat dijatuhi pidana, 
karena terpaksa melakukan pembunuhan, demi mempetahankan nyawa sendiri 
dan atau keluarganya. Maka dari itu ferdinando yang membunuh salah satu 
penyerang (korban) tersebut tentunya tidak dapat dipertanggungjawabkan atas 
perbuatannya. Pertanggungjawaban pidana dimaknai secara luas sebagai proses 
dan pedoman adjudikasi bagi hakim untuk menentukan dalam  keadaan 
bagaimanakah seseorang dapat dipertanggungjawabkan dan oleh karenanya 
dapat dipidana.
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Begitupula dalam Putusan Nomor : 533/Pid.B/2014/PN.Kis. dimana 
para terdakwa melakukan perusakan terhadap bangunan pondasi milik korban 
karena keadaan terpaksa dengan tujuan untuk membuat parit agar air limbah 
dapat mengalilr yang mana sebelumnya tidak dapat mengalir dan meluap 
hingga masuk ke dalam kamar mandi rumah. 
Berbeda dengan Putusan Nomor : 4072/Pid.B/2011/PN.Sby.  dimana 
terdapat 4 (empat) terdakwa, namun salah satu terdakwanya yakni mohher bin 
fifi terbebas dari dakwaan penuntut umum, karena mohher hanya dipaksa ikut 
menghisap sabu-sabu oleh terdakwa lainnya. 
Berdasarkan permasalahan yang telah disampaikan diatas, dimana 
pertimbangan hakim dalam dalam menghukum para pelaku menurut hukum 
pidana berbeda-beda. Hal ini yang membuat penulis tertarik untuk menjadikan 
putusan hakim dalam memutus perkara overmacht tindak pidana pembunuhan 
1
 http://metrosemarang.com/mengamuk-di-terminal-dodi-mulyanto-tewas-ditikam-
pisau, di unduh 07 September 2017, Pukul 20:47 WIB 
2
 Muhammad Ainul Syamsu, S.H.,M.H., 2016, Penjatuhan Pidana dan Dua PrinsipDasar Hukum 
Pidana, Jakarta : Prenadamedia Group , Hlm 69 
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menjadi sebuah penelitian tertulis dengan judul “OVERMACHT DALAM 
HUKUM PIDANA (Analisis Putusan Nomor : 06/Pid.B/2016/PN.Byl., 
Putusan Nomor 1002/Pid.B/2008/PN.Smg., Putusan Nomor : 
533/Pid.B/2014/PN.Kis., dan Putusan Nomor 4072/Pid.B/2011/PN.Sby.)  
2. METODE PENELITIAN
Penulis dalam skripsi ini menggunakan metode sebagai berikut : (1) Jenis 
penelitian yang digunakan bersifat deskriptif, (2) Metode dalam penelitian ini 
menggunakan yuridis normatif, (3) Jenis data yang digunakan oleh peneliti 
ialah data sekunder. Data sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen 
resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan buku harian 
dan seterusnya.
3
 Adapun jenis data sekunder yang ada dalam penelitian ini :
(a) Bahan hukum primer yang dikeluarkan pemerintah dan bersifat mengikat, 
(b) bahan hukum sekunder yang meliputi buku-buku, hasil penelitian, sampai 
hasil karya ilmiah para sarjana, (c) bahan hukum tersier sebagai bahan 
petunjuk maupun penjelas terhadap hukum primer dan sekunder, misalnya : 
kamus-kamus (hukum), ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya.
4
Adapun metode lain lanjutan dari metode diatas yang digunakan penulis, 
seperti : (4) Metode pengumpulan data yang menggunakan studi kepustakaan, 
(5) metode analisis data yang digunakan penulis disini adalah kualititif. 
Metode pendekatan kualitatif ini digambarkan dengan kata-kata atau kalimat 
sampai memperoleh kesimpulan. Sedangkan dalam menganalisis data, penulis 
akan menggunakan metode deduktif, yakni menarik kesimpulan menjadi 
bersifat khusus berdasarkan atas fakta-fakta yang bersifat umum. 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Hakim memliki pandangan berbeda dengan hakim lain di setiap kputusan
yang diambil untuk memberikan hukuman yang sesuai bagi para pelaku.
Alasan bedanya keputusan Hakim dalam menjatuhkan hukuman dan berlaku
3
 Soejono Soekanto, 1896, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia 
(UI-Press), Hlm 12. 
4
 Bambang Sugono, 1998, Metodologi Penelitian Hukum (Suatu Pengantar), Jakarta : PT Raja 
Grafindo Persada, Hlm 117 
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tidaknya overmacht dalam sebuah kasus, dapat dilihat dari perilaku dan sikap 
yang terdakwa ambil saat kejadian. Keyakinan para hakim sendirilah yang 
akan memutuskan bahwa ada alasan pembenar atau pemaaf dalam hal ini. 
Hal ini bisa dilihat dari Putusan Nomor : 06/Pid.B/2016/PN.Byl 
dimana Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhdap terdakwa dengan pidana 
penjara 8 (delapan) bulan. Penulis merasa penerapan hukum pidana materiil 
didalam kasus ini belum tepat, karena (1) Terdakwa melakukan perbuatan ada 
penyebab sebelumnya yaitu terdakwa dikata-katai oleh korban. (2) Terdakwa 
dipukul korban sebelumnya. Sehubungan dua sebab itu maka terdakwa marah 
dan emosi lalu mengeluarkan pisaunya yang biasa dia bawa setiap hari lalu 
menusukanya ke dada sebelah kiri korban dodi mulyanto hingga akhirnya 
menyebabkab korban meninggal dunia. 
Daya paksa ini merupakan salah satu alasan penghapusan pidana 
alasan pemaaf. Namun berdasarkan Putusan Hakim No. : 
06/Pid.B/2016/PN.Byl, Majelis Hakim tidak sepakat itu sebagai overmacht 
karena pada saat kejadian terdakwa dalam keadaaan mampu bertanggung 
jawab atas perbuatannya dan terdakwa harus dijatuhi hukuman yaitu pidana 
penjara yang setimpal atas perbutannya. 
Overmacht dalam kasus ini adalah perbuatan yang terpaksa dilakukan 
terdakwa karena adanya penyebab terlebih dahulu yaitu kata-kata kotor yang 
dilontarkan dari mulut korban dodi mulyanto dan korban juga memukul 
dibagian dada terdakwa Muhammad Untung, hal itu yang mengakibatkan 
terdakwa dengan gelap mata menusukkan pisau yang biasa dia bawa hingga 
mengenai dada sebelah kiri korban. 
Berbeda halnya dengan Putusan Nomor : 1002/Pid.B/2008/PN.Smg 
yangmana dalam putusan ini, terdakwa tidak dijatuhi hukuman pidana oleh 
Majelis Hakim walaupun perbuatannya juga menyebabkan seseorang 
meninggal. Tuntutan yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada 
terdakwa dengan pidana penjara selama 3 tahun dikurangi selama terdakwa 
ditahan, namun disini terdakwa tidak dijatuhi hukuman pidana oleh Majelis 
Hakim. Hal ini dikarenakan Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa 
tersebut merupakan upaya untuk membela hak-haknya guna membela diri 
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terhadap suatu serangan dengan senjata tajam oleh puluhan orang yang 
ditujukan pada diri terdakwa, paman, dan ataupun ibunya. 
Penulis setuju dalam kasus ini dengan keputusan Majelis Hakim untuk 
melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum, karena apabila terdakwa 
berdiam diri dengan tidak melakukan pengayunan senjatanya secara acak 
maka terdakwa juga bisa dihabisi nyawanya karena jumlah penyerang yang 
banyak. Sehingga perbuatan terdakwa disini masuk dalam kategori overmacht 
(daya paksa) dan noodweer (pembelaan terpaksa). 
Pembunuhan belum tentu melawan hukum, namun pembunuhan terjadi 
karena dalam keadaaan terpaksa untuk menolong diri sendiri dari ancaman 
orang lain. Bagi pelaku yang melakukan tindak pidana pembunuhan namun 
karena adanya overmacht (daya paksa), maka alasan pembenar tersebut 
menyebabkan hapusnya sifat melawan hukum. Begitu pula dalam alasan 
pemaaf yang dilakukan pelaku karena adanya dorongan dari luar sehingga 
melakukan tindak pidana. 
Sedangkan dalam Putusan Nomor : 533/Pid.B.2014.PN.Kis dimana 
Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua dari Jaksa Penuntut 
Umum yakni Pasal 406 ayat (1) KUHP jo Pasal 412 KUHP. Pidana penjara 
yang diberikan kepada para terdakwa oleh Majelis Hakim yakni selama 3 
(tiga) bulan, dengan menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali 
jika kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan 
karena para terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan 
selama 6 (enam) bulan berakhir. Hal ini dirasa lebih ringan dari yang dituntut 
oleh Penuntut Umum dengan pidana penjara selama 8 (delapan bulan). Majelis 
Hakim tidak sependapat dengan tuntutan selama 8 (delapan) bulan itu dengan 
alasan bahwa kerugian yang dialami saksi korban tidak sebanding dengan 
lamanya tuntutan dari Penuntut Umum tersebut karena kerusakan atas pondasi 
batas tanah tersebut hanya lebih kurang ±30cm (tigapuluh sentimeter) untuk 
saluran air dan bukannya merusak pondasi secara keseluruhan. 
Penulis merasa Perbuatan para terdakwa masuk dalam kategori Pasal 
48 KUHP, dimana perbuatan yang dilakukan dapat dipidana namun karena 
pengaruh daya paksa maka tidak dipidana. Walaupun perbuatannya secara sah 
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dan meyakinkan melakukan tindak pidana, namun terdakwa lepas dari segala 
tuntutan hukum. 
Majelis Hakim tidak sepakat bahwa kasus ini masuk dalam kategori 
overmacht karena Majelis hakim tidak menemukan para terdakwa baik itu 
secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama mengalami suatu keadaan 
terpaksa (overmacht) dan suatu keadaan drurat (noodstand). Berdasarkan 
alasan tersebut telah nyata bahwa tidak terdapat adanya alasan pembenar 
ataupun alasan pemaaf. 
Putusan Nomor : 4072/Pid.B.2011/PN.Sby masuk dalam surat 
dakwaaan tunggal. Dalam surat dakwaan tersebut perbutan para terdakwa 
diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) 
Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penulis setuju 
dengan hukum pidana penjara maupun hukuman denda yang diberikan kepada 
terdakwa I, II, dan IV, begitupula ketika melihat Terdakwa III tidak dipidana. 
Kejahatan Terdakwa I, II, dan IV tidak hanya menggunakan narkotika, namun 
juga telah memaksa Terdakwa III untuk ikut menghisap sabu-sabu yang 
berarti Terdakwa I, II, dan IV telah menambah korban penyalahgunaan 
narkotika jenis sabu-sabu.  
Adanya paksaan kepada Terdakwa III dari Terdakwa yang lain inilah 
yang masuk dalam kategori overmacht. adapun daya paksa ini diatur dalam 
Pasal 48 KUHP, sebagai berikut : 
“barangsiapa melakukan peruatan karena pengaruh daya paksa, 
tidak dipidana”. 
Ketika Terdakwa III menggunakan narkotika Golongan I jenis sabu-
sabu, dia masuk dalam kategori yang terdapat di Pasal 48 KUHP dengan 
memenuhi, (1) melakukan perbuatan, dimana perbuatan menggunakan sabu-
sabu dapat dipidana. (2)  karena pengaruh daya paksa dari Terdakwa I, II, dan 
IV. (3) tidak dipidana, perbuatannya secara sah dan meyakinkan melakukan
tindak pidana, namun terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum. 
Maka apapun Tindak Pidana yang dilakukan dari membunuh, merusak 
barang milik orang lain hingga menggunakan narkotika jika dilakukan karena 
adanya daya paksa (overmacht) maka tidak dipidana. Dari itu dapat dijelaskan 
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bahwa wajib oleh hakim harus cermat dalam menentukan dengan 
menggunakan fakta-fakta, dasar-dasar hukum yang tepat, sampai alat bukti 
yang sah sebagai alasan bahwa terdakwa bisa dihukum karena melakukan 
tindak pidana ataupun tidak dapat dihukum karena tindak pidana mempunyai 
daya paksa (overmacht). 
Pasal 50 ayat (1) jo Pasal 52 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 
tentang kekuasaan kehakiman menegaskan bahwa penetapan dan putusan 
hakim harus memuat tiga unsur pertimbangan hukum, yaitu: a) alasan hukum, 
b) dasar hukum, dan c) sumber hukum, baik hukum tertulis maupun tidak
tertulis, yang dijadikan dasar untuk mengadili. Pertimbangan hakim wajib 
diberi pertimbangan hukum yang cukup, benar dan rasional.
5
Membedakan memberi sanksi kepada para terdakwanya maka Majelis 
Hakim tentunya mempertimbangkan jenis pidana yang sesuai dengan kasus 
yang ada. Dalam menentukan kesesuaiannya agar adil terhadap para terdakwa 
selain melihat dengan hukum yang berlaku (yuridis), juga dapat dilihat dari 
luar hukum (non yuridis). Bila tidak ada hukumnya dalam undang-undang di 
indonesia maka hakim dapat menggunakan cara dengan mengikuti nilai-nilai 
hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat seperti dalam 
sosiologis dan psikologis. 
Mudah tampaknya sebagai seorang Hakim pidana dalam menjatuhkan 
hukuman, dimana ia dapat bergerak bebas dalam menentukan berat-ringannya 
hukuman, jenisnya, dan modalitas-modalitas hukuman.
6
 Namun sebagai
seorang Hakim haruslah tetap mempertimbangkan setiap kasusnya seadil 
mungkin. Dalam kasus overmacht telah dijelaskan di Pasal 48 KUHP, bila 
melakukan perbuatan karena adanya daya paksa maka tidak dipidana. 
Walapun telah terlihat adanya daya paksa atau overmacht dalam setiap 
perbuatan namun hakim tetap mempunyai bahan tersendiri untuk menentukan 
apakah pelaku terbukti bersalah atau tidak. Dapat dijelaskan bahwa perbuatan 
adanya daya paksa atau overmacht belum tentu tidak dipidana, karena pasti 
5
 A Mukti Arto, 2018, Upaya Hukum Kasasi dan Penijauan Kembali Perkara Perdata Agama 
Ekonomi Syariah, dan Jinayah, Depok : Prenadamedia Group, Hlm. 71. 
6
 Prof. H. Oemar Seno Adji S.H., 1984, Hukum Hakim Pidana, Jakarta : penerbit erlangga, Hlm. 
12.
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saat dipersidangan ditemukan fakta-fakta baru dan juga Hakim harus 
mempertimbangkan hukuman pidana terhadap terdakwa dari berbagai aspek. 
Hal ini yang memberikan jawaban bahwa selalu ada perbedaan dalam Hakim 
memutusakan suatu perkara.  
4. PENUTUP
4.1 Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan yang telah disajikanpada bab-bab 
sebuelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa : 
4.1.1 Majelis Hakim pasti memiliki pandangan berbeda dalam setiap 
keputusan yang diambil untuk memberikan hukuman yang sesuai 
bagi para pelaku. Bedanya keputusan Hakim dalam menjatuhi 
hukuman dan berlaku tidaknya overmacht dalam sebuah kasus 
dapat dilihat dari perilaku dan sikap yang terdakwa ambil saat 
kejadian. Untuk mengetahui bahwa tindak pidana itu tidak atau 
mengandung overmacht, dapat berpegang pada Pasal 48 KUHP. 
Dalam pasal tersebut bahwa setiap orang yang melakukan 
perbuatan yang dilarang dapat diancam dengan pidana oleh 
undang-undang, karena pengaruh daya paksa atau overmacht, tidak 
dipidana. Dengan itu bisa dikatakan bahwa overmacht atau daya 
paksa merupakan penghapusan pidana. Tidak dapat dipidananya 
pelaku berdasarkan alasan penghapusan pidana oleh karena dua 
hal, yaitu : Pertama, karena tidak ada atau hilang/hapus kesalahan 
pelaku (disebut sebagai alasan pemaaf). Kedua, karena hilang/ 
hapusnya sifat melawan hukumnya perbuatan pelaku (disebut 
sebagai alasan pembenar). 
4.1.2 Majelis Hakim dalam memutus suatu perkara akan 
mempertimbangkan beberapa hal menurut hukum (yuridis) 
maupun non hukum (non yuridis). Dalam menetukan penjatuhan 
pidna yang sesuai dan seadil mungkin untuk terdakwa maka Hakim 
harus cermat dan teliti dalam menggunakan fakta-fakta, dasar-
dasar hukum yang tepat, hingga alat bukti yang sah. Selain itu, bila 
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tidak ada hukumnya dalam undang-undang maka hakim dapat 
menggunakan cara dengan mengikuti nilai-nila hukum dan rasa 
keadilan yang hidup dalam masyarakat seperti sosiologis dan 
psikologis. 
4.1.3 Ditemukan perbedaan dalam setiap putusan Hakim karena dalam 
menjatuhkan sanksi pidana yang tepat harus memperhitungkan 
sifat dan seriusnya tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Selain 
itu Majelis Hakim juga melihat tuntutan dari Jaksa Penuntut 
Umum sebagai bahan pertimbangan mereka untuk menjatuhkan 
pidana yang seadil mungkin.  
4.2 Saran 
Adapun saran yang penulis dapat berdasarkan penelitian yang telah 
di sajikan diatas, yakni : 
4.2.1 Majelis Hakim hendaklah adil dalam menjatuhkan sanksi pidana 
kepada seseorang. Dalam menjatuhkan sanksi haruslah memuat 
alasan, dasar putusan, dan undang-undang yang sesuai dengan 
hukum pidana di Indonesia. Selain itu Majelis Hakim juga harus 
teliti selama berjalannya persidangan agar dapat menemukan dan 
mengetahui fakta–fakta yang ada. Majelis Hakim pastinya juga 
harus mempertimbangkan kedudukan seorang terdakwa dengan 
hal-hal yang meringankan dan hal-hal memberatkan dari segi 
hukum maupun non hukum. 
4.2.2 Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaan haruslah 
lebih cermat dalam menentukan tuntutannya dalam persidangan 
Majelis Hakim melihat surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum 
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